
 

BAB IV 

Penutup 

A. Kesimpulan 

Dalam bab penutup ini penulis akan coba menyimpulkan bingkai berita pernyataan 

Mendagri terkait aspirasi warga DIY pendukung penetapan kepala daerah. Setelah melakukan 

analisis pada level teks dan konteks, penulis menemukan frame berita Kompas.   

Pada analisis level teks, penulis menggunakan 4 teks berita dan melakukan analisis 

menggunakan perangkat framing Pan dan Kosicki meliputi; sintaksis, striptural, tematik, dan 

retoris. Menggunakan perangkat framing tersebut, penulis dapat menemukan realitas yang dibingkai 

oleh Kompas dalam pemberitaannya. Di level konteks, penulis melakukan wawancara dengan 

Bambang Sigap Sumantri sebagai editor multimedia yang sebelumnya menjadi kepala biro bagian 

Yogyakarta. Wawancara juga dilakukan dengan Mawar Kusuma, wartawan yang secara langsung 

terjun dan meliput berita. 

Frame besar pertama Kompas yang ditemukan yaitu pernyataan Mendagri dinilai kurang 

dapat menghargai aspirasi warga DIY walaupun masih dianggap sebagai suatu pernyataan wajar. 

Menurut narasumber yang ditampilkan oleh Kompas menunjukkan sikap kekecewaan dalam 

menanggapi pernyataan Mendagri yang memberikan kesan kurang menghargai dan memperhatikan 

aspirasi warga pendukung penetapan. Kompas juga menonjolkan beberapa pernyataan yang 

memuat wacana warga yang terpancing emosinya. Hal ini diperjelas dalam temuan penulis dengan 

wawancara pada level konteks. Sigap mengatakan bahwa pendapat Mendagri merupakan sesuatu 

hal yang wajar. Logikanya pernyataan Mendagri itu ada benarnya, karena tidak semua warga DIY 

bisa hadir di DPRD DIY dan mendukung penetapan kepala daerah. Selain itu penulis juga 

 

 



 

menemukan hal yang bisa dipakai untuk menyeimbangkan frame yang dibingkai Kompas. Melalui 

wawancara by email dengan Mawar Kusuma, penulis menemukan penilaian wartawan yang 

mengatakan secara terus terang mengatakan bahwa pernyataan Mendagri yang ceplas ceplos dapat 

disalahkan karena dapat melukai hati rakyat Yogyakarta. 

Frame besar kedua yang ditemukan penulis adalah reaksi warga DIY terhadap pernyataan 

Mendagri yang bersifat ekspresif. Pernyataan Mendagri bisa memicu emosi warga yang kecewa 

aspirasinya tidak didengar oleh pemerintah pusat. Namun, seperti diungkapkan oleh Mawar dalam 

pernyataannya yang mengatakan bahwa reaksi warga DIY kala itu wajar, emosi warga juga tidak 

sampai anarkis. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sigap bahwa di Jogja tidak ada sejarah 

anarkis.  Warga Jogja lebih tepatnya menanggapi secara lebih ekspresif bukan anarkis. Hal ini 

sebagai bentuk luapan emosi dan kekecewaan. Jadi, yang memancing emosi warga hanya karena 

keterlibatan emosional karena di Jogja faktor sejarah masih lekat. 

Sedangkan untuk frame ketiga yang ditemukan penulis pada level konteks seperti dikutip 

dalam pernyataan Sigap yaitu, 

“Sultan kok malah manut, sudah jelas-jelas suara Jogja juga sudah bulat 

menginginkan penetapan.” 

Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan narasumber lain yang terkesan menyalahkan 

Mendagri. Hasil wawancara dengan Sigap mengungkap bahwa aspek politis Sultan lemah sehingga 

untuk maju dan membela warga DIY masih mudah untuk dijatuhkan. Mawar dalam pernyataannya 

memperkuat pendapat Sigap bahwa menurutnya jika Sultan bisa memperjuangkan kembali nasib 

keistimewaan DIY karena dipandang sebagai jembatan antara warga dengan pemerintah pusat. 

Polemik tidak akan berlarut-larut tanpa kepastian dari pemerintah.  

Kompas sebagai media yang menjalankan fungsi kontrol memposisikan diri menyuarakan 

 

 



 

suara rakyat DIY dan di sisi lain memberi ruang bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan 

pandangannnya. 

Posisi Kompas mengingatkan pemerintah agar selalu bertindak fair 
kepada masyarakat termasuk kepada daerah, masyarakat dan pemerintah DIY. 
Dalam isu keistimewaan Yogyakarta, sikap Kompas selalu mengingatkan kepada 
pemerintah supaya berjalan pada alur yang tidak bias karena politik golongan atau 
dendam pribadi. (Bambang Sigap, Editor multimedia Kompas dalam wawancara 
pada tanggal 20 Juli 2011) 

Penulis melihat bahwa pemberitaan yang ditulis oleh Kompas masih dipengaruhi oleh faktor 

internal dalam media. Pemimpin redaksi sebagai pihak yang paling berpengaruh dalam menentukan 

arah pemberitaan sehingga pekerja media tidak bisa memasukkan pandangan pribadinya dalam 

teks. 

Kompas tidak melakukan penonjolan, khususnya mengenai kurangnya peran Sri Sultan 

Hamengku Buwono X dalam mendukung aspirasi warga DIY pendukung penetapan Gubernur DIY. 

Pemberitaan Kompas justru menyalahkan Mendagri terkait pernyataannya mengenai aspirasi warga 

pendukung penetapan yang kurang dihargai dan didengarkan oleh pemerintah pusat. SKH Kompas 

menonjolkannya dengan mengangkat pendapat narasumber yang menganggap pernyataan Mendagri 

kurang menghargai aspirasi warga DIY.  

 
 

B. Saran  

Dalam melakukan analisis berita pernyataan Mendagri di Kompas, penulis menemukan 

beberapa kekurangan dalam penelitian ini. Keterlibatan penulis dalam penelitian ini disebabkan 

karena penulis ingin lebih mengetahui korelasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan media 

massa sebagai penghubung diantaranya. Kompas memiliki relasi yang baik dengan semua 

narasumber, jadi terkait pemaparan berita  Kompas terlihat netral. Mengenai nasib keistimewaan 

yang terkesan berlarut-larut ada baiknya Kompas menampilkan dari sudut pandang pemerintah 

 

 



 

Yogyakarta sendiri yang kurang mendapatkan perhatian khusus perihal sikapnya dalam mendukung 

aspirasi warganya sendiri.  

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan model perangkat framing dari 

Zhongdang Pan dan Kosicki. Penulis melihat bahwa penelitian ini tidak menutup kemungkinan 

diteliti dengan menggunakan model yang lain yaitu model dari Robert N. Etnman atau William A. 

Gamson. Peneliti hanya melihat frame dari satu media saja yaitu Kompas. Banyak hal yang bisa 

ditemukan penulis dalam menggali pernyataan Mendagri terkait dukungan aspirasi warga 

pendukung penetapan kepala daerah bila dibandingkan dengan media lain. Selain itu penelitian ini 

dapat dilakukan dengan metode penelitian sosiologis yang menitikberatkan pada perilaku sosiologis 

warga DIY terkait dengan pemberitaan pernyataan Mendagri terkait aspirasi warga DIY pendukung 

penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. 
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Analisis Teks Berita Edisi Senin, 13 Desember 2010 

“Ribuan Orang Akan Hadiri Sidang Paripurna” 

 

ANALISIS SELEKSI 

STRUKTUR SKRIPTURAL STRUKTUR TEMATIS 

Realitas: 

   Ribuan warga Yogyakarta diperkirakan 

akan menghadiri Sidang Paripurna DPRD 

DIY pada Hari Senin (13/12).   

   Sidang merupakan wujud dukungan rakyat 

terhadap keistimewaan DIY yang 

menginginkan penetapan Sultan Hamengku 

Buwono X sebagai Gubernur DIY dan 

Paku Alam sebagai Wakil Gubernur DIY, 

bukan pemilihan seperti diwacanakan 

pemerintah pusat. 

 

Pelibat Wacana: 

1. Herry Zudianto  

Dalam wacana, Herry Zudianto sebagai Wali 

Kota Yogyakarta menyatakan dukungan 

penetapan keistimewaan DIY dengan 

mengibarkan bendera setengah tiang di 

kediamannya. 

 

2. Susilo Bambang Yudhoyo 

Wacana: 

1. Penjelasan awal merupakan wacana 

dukungan ribuan warga Yogyakarta yang 

akan menghadiri Sidang paripurna DPRD 

DIY pada Hari Senin (13/12). (Paragraf 2,  

Paragraf 7,) 

2. Penjelasan mengenai kekecewaan 

tokoh masyakarat pada sikap pemerintah. 

 

Jenis wacana 1 dipresentasikan oleh: 

1. Widihasto Wasana Putra (Pemimpin 

Gerakan Rakyat Mataram (Geram)) 

“Berbagai elemen warga akan menghadiri 

rapat paripurna itu. Jumlahnya 

kemungkinan bisa mencapai 10.000 

orang.”  

(Paragraf 2) 

2. Mulyadi  Ketua Paguyuban Lurah 

dan Pamong Desa Ing Sedya Memetri 

Asrining Yogyakarta (Ismaya) 

“Pihaknya akan mengerahkan 15.000 

 

 



 

Presiden Republik Indonesia dimunculkan 

karena komentarnya mengenai 

keistimewaan Yogyakarta yang 

memunculkan polemik. 

 

3. Ferry Mursyidan Baldan 

Dalam wacana, Ferry Mursyidan Baldan, 

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan 

Dewan Pengurus Pusat Nasional Demokrat 

dalam wacana menyebutkan dukungan 

sejumlah aktivis Nasional Demokrat yang 

hadir dalam sidang paripurna. 

 

Pelantun Wacana: 

1. Widihasto Wasana Putra 

Pelantun diatas merupakan pemimpin 

Gerakan Rakyat Mataram (Geram) yang 

mengatakan bahwa berbagai elemen warga 

mengikuti jalannya sidang paripurna. 

Pernyataan ini terdapat dalam paragraf 3: 

“Bukan hanya warga DIY yang akan 

mengikuti jalannya sidang tetapi juga 

warga luar Yogyakarta yang berdomisili 

di Yogyakarta. Mereka menyatakan 

akan ikit serta.” 

 

Ia juga mengatakan bahwa Geram 

orang.” 

(Paragraf 7) 

Dalam paragraf ini dijelaskan bahwa 

ribuan warga akan hadir dalam sidang 

paripurna DPRD DIY. Hal ini sebagai 

bentuk dukungan terhadap penetapan yang 

memang merupakan aspirasi warga DIY. 

 

Jenis wacana 2 dipresentasikan oleh: 

1. Surya Paloh (Ketua Umum Nasional 

Demokrat) 

“Kalau Presiden tidak komentar, mungkin 

tidak akan muncul polemik.”  

(Paragraf 10) 

2. Herry Zudianto (Wali Kota 

Yogyakarta) 

“Pusat agar tahu.”  

(paragraf 8) 

3. Yopi Kilangin (Tokoh masyarakat 

adat Timika) 

“DIY sebagai “anak sulung” Negara 

Kesatuan RI diperlakukan tidak adil oleh 

pemerintah pusat.” 

(paragraf 17) 

Dalam pernyataan-pernyataan tersebut 

 

 



 

menyerukan pada semua warga DIY untuk 

mengikuti jalannya sidang dan 

menghentikan aktifitasnya selama satu hari 

guna menjadi saksi kedaulatan 

keistimewaan DIY. 

 

2. Mulyadi 

Dalam wacana diatas, pelantun merupakan  

Ketua Paguyuban Lurah dan Pamong Desa 

Ing Sedya Memetri Asrining Yogyakarta 

(Ismaya) yang mendukung penetapan 

dengan mengerahkan 15.000 orang.  

“Inti kehadiran mereka adalah untuk 

menunjukkan bahwa dukungan 

terhadap penentapan memang aspirasi 

warga DIY.” (paragraf 7) 

 

3. Herry Zudianto  

Pelantun dalam wacana merupakan Wali 

Kota Yogyakarta yang menghimbau warga 

untuk mengibarkan bendera setengah tiang 

selama seminggu penuh.  

“Pusat agar tahu.” (paragraf 8) 

 

4. Surya Paloh 

Surya Paloh merupakan Ketua Umum 

Nasional Demokrat yang mengatakan 

dapat terlihat bahwa tokoh masyakarat 

kecewa dengan sikap pemerintah yang 

mengabaikan aspirasi warga DIY terkait 

RUU Keistimewaan. 

 

 



 

Frame Seleksi: Ribuan warga Yogyakarta dari berbagai elemen masyarakat akan menghadi

Sidang Paripurna DPRD DIY sebagai bentuk aspirasi dukungan penetaan Gubernur DIY da

Wakil Gubernur DIY. 

 

pemerintah terlalu cepat memberikan 

komentar. 

“Kalau Presiden tidak komentar, mungkin 

tidak akan muncul polemik.” (Paragraf 

10) 

 

5. Yopi Kilangin 

Tokoh masyarakat adat Mimika, Papua ini 

dimunculkan dalam wacana untuk 

mewakili dukungan masyarakat Papua 

yang mendukung penetapan Sultan 

Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX 

sebagai gubernur dan wakil gubernur. 

 

Ia juga menyatakan RUU Keistimewaan 

jangan sampai melenceng dari aspirasi 

warga DIY dan sistem pemerintahan yang 

berjalan selama ini. Pernyataannya 

dikuatkan dalam paragraf 16. 

“Kami di Papua sangat mendukung 

perjuangan warga DIY.” 

 

 



 

ANALISIS SALIANSI 

STRUKTUR SINTAKSIS STRUKTUR RETORIS 

Lead: 

     Ribuan warga Yogyakarta dari berbagai 

elemen diperkirakan akan menghadiri 

Sidang Paripurna DPRD DIY pada Hari 

Senin (13/12). 

 

Body:  

   Wacana dukungan terhadap penetapan 

Sultan Hamengku Buwono X sebagai 

gubernur dan Paku Alam sebagai wakil 

gubernur mendominasi teks. 

   Dukungan ini dilakukan bukan hanya oleh 

masyakarat DIY tetapi juga warga di luar 

Yogyakarta yang berdomisili di DIY. 

   Beberapa tokoh masyarakat mewakili 

aspirasi warga menjelaskan kekecewaannya 

pada sikap pemerintah pusat yang kurang 

memperhatikan aspirasi warga DIY yang 

menginginkan penetapan gubernur dan 

wakil gubernur. 

    

Penutup: 

   Pernyataan Yopi Kilangin selaku tokoh 

Metafora: 

Secara sederhana dapat diartikan 

perumpamaan atau pengandaian. 

“Warga Papua yang selama ini merasa 

dianaktirikan pemerintah pusat terkejut 

karena DIY sebagai ‘anak sulung’ Negara 

Kesatuan RI diperlakukan tidak adil oleh 

pemerintah pusat.”  (paragraf 17) 

     Kata “anak sulung” ditemukan dalam 

teks menunjukkan arti  anak pertama. 

Ditekankan dalam teks, yang berarti 

Yogyakarta merupakan cikal bakal utama 

terbentuknya Negara Kesatuan RI yang 

seharusnya diutamakan dan juga mendapat 

perhatian dari pemerintah pusat. 

 

Depiction: 

   Secara sederhana diartikan sebagai 

penggambaran isu secara denotatif. 

“…Warga Papua yang selama ini merasa 

dianaktirikan pemerintah pusat 

terkejut…” (Paragraf 17) 

Kata dianaktirikan merupakan penegasan 

 

 



 

masyarakat adat Mimika, Papua menjadi 

kalimat penutup dalam menanggapi sikap 

pemerintah terhadap polemik RUU 

Keistimewaan. 

“Warga Papua yang selama ini merasa 

dianaktirikan pemerintah pusat terkejut 

karena DIY sebagai ‘anak sulung’ Negara 

Kesatuan RI diperlakukan tidak adil oleh 

pemerintah pusat.” (Paragraf 17) 

Placement: 

   Berita ini ditempatkan di koran Kompas 

dalam rubrik Politik dan Hukum di halaman 

dua pada sub topik Keistimewaan 

Yogyakarta.  

 

akan adanya perilaku tidak adil. Dalam hal 

ini menyoroti masalah ketidakadilan 

pemerintah pusat pada warga Papua dan 

keistimewaan DIY. 

 

Keywords: 

  Dapat diartikan sebagai kata kunci yang 

merupakan inti dari wacana. 

“RUU Keistimewaan DIY jangan sampai 

melenceng dari aspirasi warga DIY dan 

sistem pemerintahan yang berjalan di DIY 

selama ini.” (Paragraf 16) 

Dengan memilih kutipan Yopi Kilangin 

tersebut Kompas hendak mengarahkan 

bahwa sebaiknya keinginan pemerintah 

dengan warga DIY sejalan sehingga tidak 

menimbulkan polemik yang berkepanjangan. 

Frame Saliansi:  

Ribuan warga DIY pendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang akan 

menghadiri sidang paripurna DPRD DIY, Senin (13/12) bertujuan agar mendapat perhatian 

dari pemerintah pusat. 

Frame Media: 

Inti dari pandangan SKH Kompas adalah aspirasi masyarakat pendukung penetapan 

Gubernur dan Wakil Gubernur DIY ini sudah seharusnya mendapat perhatian dari 

pemerintah pusat. 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisis Teks Berita Edisi Selasa, 14 Desember 2010. 

“Yogyakarta Tentukan Sikap” 

ANALISIS SELEKSI 

STRUKTUR SKRIPTURAL STRUKTUR TEMATIS 

Realitas: 

Puluhan ribu warga Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta tumpah ruah 

memadati sepanjang Jalan Malioboro, 

Yogyakarta. Warga DIY ini hadir untuk 

menyaksikan rapat paripurna DPRD 

Provinsi DIY yang menghasilkan keputusan 

mendukung dan mengusulkan Sultan 

Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku 

Alam ditetapkan sebagai Gubernur dan 

Wakil Gubernur DIY. 

 

“Penetapan yes, Sultan yes, Paku Alam yes, 

pemilihan no.” (Paragraf 4) 

Yel-yel itulah yang berkali-kali dikatakan 

saat GBPH Prabukusumo berorasi di depan 

warga DIY.  

 

Pelibat Wacana: 

1. Masyarakat DIY 

Wacana: 

1. Penjelasan awal pada wacana yaitu 

mengenai banyaknya warga dari berbagai 

elemen yang mengikuti jalannya sidang 

paripurna DPRD DIY di kawasan 

Malioboro.  

2. Penjelasan mengenai Fraksi Partai 

Demokrat yang tidak sependapat dengan 

enam fraksi partai lainnya. (Paragraf 7) 

3. Penjelasan mengenai sikap yang harus 

diambil karena pembahasan RUU 

Keistimewaan masih belum final. 

 

Jenis wacana 1 dipresentasikan oleh: 

1. Wartawan 

Dalam lead dipaparkan oleh wartawan 

bahwa puluhan warga Provinsi DIY tumpah 

ruah di halaman Gedung DPRD DIY, Senin 

(13/12) untuk menyaksikan sidang 

paripurna. 

 

 

 

 



 

Dimunculkan dalam wacana ini karena 

warga DIY merupakan bagian representasi 

dalam wacana terkait dukungan terhadap 

keistimewaan DIY pada saat 

berlangsungnya sidang paripirna DPRD 

DIY 

 

2. Ratusan siswa SMA Kolese de Britto 

Yogyakarta 

Dalam wacana disebutkan ratusan siswa 

SMA Kolese de Britto berjalan kaki sekitar 

4 kilometer dari sekolah menuju kawasan 

Malioboro. 

 

3. Radio swasta di Yogyakarta 

Dimunculkan dalam wacana karena secara 

bergantian memutar lagu “Jogja Istimewa” 

yang digarap Marzuki Mohammad pada 

hari pelaksanaan sidang paripurna DPRD 

DIY. 

 

4. Paguyuban Dukuh DIY Semar Sembogo, 

Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat 

Desa DIY Ismaya, Gerakan Rakyat 

Mataram, Paguyuban Becak Pariwisata 

Beberapa paguyuban disebut diatas 

merupakan pelibat wacana yang secara 

bergelombang berdatangan untuk 

Jenis wacana 2 dipresentasikan oleh: 

1. Wartawan 

Pada paragraf 7 dijelaskan oleh wartawan 

mengenai rapat paripurna DPRD yang 

diikuti oleh enam fraksi, yaitu  Fraksi Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi 

Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat 

Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai 

Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi 

Pembangunan Nurani Peduli Indonesia 

Raya. Namun, sebelum mengambil 

keputusan anggota Fraksi Partai Demokrat 

meninggalkan ruang sidang.  

 

Jenis wacana 3 dipresentasikan oleh: 

1. Sultan Hamengku Buwono X 

“Kita dengarkan dulu.“ (Paragraf 11) 

 

2. Djoko Suyanto 

“Kita hormati proses demokrasi dengan 

baik.“  

(Paragraf 14) 

Dalam paragraf ini dijelaskan bahwa 

soal pemilihan atau penetapan adalah 

hak rakyat untuk menentukan. Aspirasi 

di masyarakat pasti akan didengar 

 

 



 

memberikan dukungan atas penetapan HB 

dan PA sebagai Gubernur dan Wakil 

Gubernur DIY. 

5. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi 

Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan 

Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan 

Fraksi Pembangunan Nurani Peduli 

Indonesia Raya. 

Fraksi-fraksi tersebut mengikuti sidang 

paripurna DPRD DIY dan dalam rapat 

tersebut anggota Fraksi Partai Demokrat 

meninggalkan ruang sidang sebelum 

keputusan diambil. 

 

Pelantun Wacana: 

1. GBPH Prabukusumo 

Dalam wacana ini pelantun merupakan 

Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah 

Partai Demokrat yang mengungkapkan 

bahwa DIY harus tetap istimewa yang 

terdapat dalam pernyataannya. 

“Hanya yang tidak tau sejarah yang 

tidak menghargai DIY“ (Paragraf 4) 

 

2. Sunyoto 

Pelantun wacana ialah Ketua Gentajaya 

dengan baik oleh pemerintah.   

 

 



 

yang menuturkan bahwa dukungan warga 

DIY terhadap penetapan sudah sangat jelas.  

“Pemerintah pusat seharusnya tak 

menutup mata. Jika pemerintah 

bersikeras mengabaikan aspirasi warga 

DIY, maka akan memunculkan perlawan 

hebat.”  

(paragraf 5) 

 

3. Ujun Junaedi 

Pelantun diatas merupakan Ketua 

Paguyuban Pedagang Pasar Beringharjo. 

Mewakili para pedagang yang 

menghentikan aktivitasnya seharian penuh 

mengatakan bahwa kesepakatan pedagang 

adalah keinginan pedagang. 

“Kami ingin berperan serta.” (paragraf 6)  

4. Yoeke Indra Agung Lesmana 

Sebagai Ketua DPRD DIY dalam teks ia 

menyatakan bahwa hasil keputusan pada 

sidang paripurna DPRD DIY akan 

disampaikan ke DPR. Seperti 

pernyataannya yang terdapat pada 

paragraph 10. 

“Keputusan DPRD DIY itu 

menindaklanjuti berbagai aspirasi warga 

DIY yang disampaikan dan muncul di 

 

 



 

masyakarat.” (Paragraf 10) 

 

5. Sultan Hamengku Buwono X 

Gubernur DIY ini dalam wacana 

memunculkan pernyataan perihal penetapan 

yang merupakan hak rakyat untuk 

menentukan. 

“Kita dengarkan dulu.” (Paragraf 11) 

Ia juga menyatakan rasa terima kasihnya 

terhadap keputusan DPRD DIY yang telah 

mendengarakan aspirasi warga DIY, namun 

ketidaksetujuannya juga diungkapkan 

terkait dengan jabatan gubernur seumur 

hidup.  

  

6. Djoko Suyanto 

Dalam wacana ini pelantun merupakan 

Menteri Koodinator Politik, Hukum dan 

Keamanan.  

“RUU Keistimewaan DIY belum final. 

Pemerintah masih mencari formulasi 

yang tepat. DPR juga akan menerima 

masukan dari masyarakat.” (Paragraf 13) 

Dalam pernyataannya ia mencoba bersikap 

netral dan menyerahkan keputusan 

mengenai RUU Keistimewaan pada sidang 

final di DPR. Aspirasi masyarakat pasti 

 

 



 

Frame Seleksi: Dukungan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY  ditunjukkan dengan aksi 

unjuk rasa ribuan warga DIY dalam mengikuti sidang paripurna DPRD DIY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ditangkap dengan baik oleh pemerintah. 

7. Gamawan Fauzi 

Pelantun merupakan Menteri Dalam Negeri 

yang mengatakan bahwa pengisian jabatan 

itu diatur dalam draf RUU Keistimewaan 

DIY yang disusun pemerintah. Ia juga 

menuturkan ketidakyakinannya pada unjuk 

rasa di Yogyakarta bahwa tidak semua dari 

3,5 juta warga DIY menolak usul 

pemerintah. 

 

 

 



 

ANALISIS SALIANSI 

STRUKTUR SINTAKSIS STRUKTUR RETORIS 

Lead: 

     Puluhan ribu warga Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta tumpah ruah di 

halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah DIY, Senin (13/12). 

     Massa tidak tertampang di halaman 

DPRD sehingga memadati sepanjang Jalan 

Malioboro, Yogyakarta. 

 

Body:  

    Wacana dukungan penetapan Gubernur 

dan Wakil Gubernur DIY mendominasi 

pemberitaan.  

    Dukungan tidak hanya dari kaum 

intelektual, bahkan pedagang di kawasan 

Malioboro sempat menghentikan semua 

kegiatan selama sehari penuh demi 

mengawal jalannya sidang paripurna.     

   Dalam rapat paripurna, hanya Partai 

Demokrat yang belum mempunyai 

keputusan mengenai sikapnya terkait 

penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur 

DIY. 

  Sultan Hamengku Buwono tidak diundang 

dalam Rapat Paripurna DPRD DIY, namun 

Metafora: 

Secara sederhana dapat diartikan 

perumpamaan atau pengandaian. 

    “Pemerintah pusat seharusnya tak 

menutup mata.” 

(paragraf 5) 

Kata“menutup mata” ditemukan dalam teks 

menunjukkan arti pura-pura tidak bisa 

melihat. Pemerintah sudah seharusnya 

peduli dan lebih memperhatikan aspirasi 

warga DIY, bukannya berpura-pura tidak 

tau dan tidak mau tau. 

 

Depiction: 

   Secara sederhana diartikan sebagai 

penggambaran isu secara denotatif. 

“…pembahasan RUU Keistimewaan DIY 

tak mengabaikan keutuhan NKRI, UUD 

1945, dan tidak boleh mengingkari 

keistimewaan DIY.” 

(paragraf 14) 

Kata mengingkari merupakan penegasan dari 

tidak menepati janji. Dalam hal ini 

 

 



 

dalam pernyataannya Ia mengungkapkan 

bahwa perihal penetapan atau pemilihan 

sepenuhnya adalah hak rakyat. 

Penutup: 

  Pernyataan Menteri Dalam Negeri, 

Gamawan Fauzi menjadi penutup berita ini. 

Dituturkan mengenai usulan pengisian 

Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui 

mekanisme pemilihan oleh DPRD, bukan 

melalui pemilihan langsung. 

   Ia juga menuturkan bahwa soal unjuk rasa 

di Yogyakarta tidak semua dari 3,5 juta 

warga DIY menolak usul pemerintah. 

 

Placement: 

   Berita ini ditempatkan di halaman utama 

sebagai headline.  

 

mengingkari ditekankan pada perumusan 

draf RUU Keistimewaan yang sesuai 

dengan UUD 1945 demi keutuhan NKRI.  

  

Visual Images: 

    Dalam berita ini ada satu foto besar yang 

mendominasi teks. Tampak dalam gambar 

kerumunan orang memadati sepanjang 

jalan di kawasan Malioboro, Yogyakarta. 

Warga dari berbagai elemen masyarakat ini 

berdatangan sambil membawa spanduk 

sebagai suatu bentuk dukungan penetapan 

gubernur dan wakil gubernur. 

   Penekanan dalam foto hendak menjelaskan 

bahwa aksi besar-besaran warga DIY ini 

merupakan suatu bentuk dukungan nyata 

aspirasi masyarakat yang sudah seharusnya 

didengarkan oleh pemerintah pusat. 

Frame Saliansi: Pemerintah sudah seharusnya peduli dan lebih memperhatikan aspirasi 

warga DIY. 

Frame Media: 

 Inti dari pandangan SKH Kompas yaitu pemerintah harus lebih menghargai aspirasi warga 

DIY, khususnya dengan aksi unjuk rasa ribuan elemen warga DIY pendukung penetapan 

Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Analisis Teks Berita Edisi Rabu, 15 Desember 2010. 

“Warga Kecewa Tanggapan Pusat” 

 

ANALISIS SELEKSI 

STRUKTUR SKRIPTURAL STRUKTUR TEMATIS 

Realitas: 

Warga pendukung penentapan Gubernur dan 

Wakil Gubernur DIY kecewa dengan sikap 

pemerintah pusat terutama dengan Menteri 

Dalam Negeri. 

 

“Keputusan mengenai hal istimewa atau 

khusus mesti ditanyakan lebih dulu kepada 

rakyat Indonesia, yang diwakili DPRD. Tak 

bisa semata-mata berdasarkan pada pendapat 

warga Yogyakarta, dalam hal ini diwakili 

DPRD.” (Paragraf 10) 

 

Kekecewaan warga semakin dikuatkan dengan 

pernyataan Menteri Dalam Negeri pada 

paragraf 12. 

“Keistimewaan itu diatur oleh undang-undang,  

bukan perda (peraturan daerah). Jika ingin 

Wacana: 

1.Penjelasan awal dari wacana ini 

merupakan ungkapan kekecewaan terhadap 

sikap pemerintah. 

2.Penjelasan mengenai amanat Pasal 18 B 

UUD 1945 terkait keputusan mengenai hal 

istimewa atau khusus ditentukan oleh DPR, 

walaupun dalam hal ini dapat diwakili oleh 

DPRD. 

3.Penjelasan mengenai pilihan sistematika 

penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur 

DIY versi pemerintah (paragraf 14, 

paragraph 15) 

Jenis wacana 1 dipresentasikan oleh: 

1.Sukiman (Ketua Paguyuban Dukuh DIY  

            Semar Sembogo) 

“Semestinya jawabannya menyejukkan.”  

(Paragraf 2) 

2.Sunyoto  (Ketua Gerakan Semesta 

 

 

 



 

membuat perda, Tanya rakyat Yogyakarta. 

Tetapi dengan undang-undang, Tanya rakyat 

Indonesia.” 

 

Pelibat Wacana: 

6.Gamawan Fauzi 

Dalam wacana ini, Gamawan Fauzi 

merupakan Menteri Dalam Negeri yang 

bertanggung jawab menangani draf RUUK 

DIY. 

 

7.Masyarakat DIY 

Dimunculkan dalam wacana ini karena warga 

DIY merupakan bagian representasi dalam 

wacana terkait dukungan terhadap 

keistimewaan DIY yang kurang mendapat 

perhatian dari pemerintah pusat.   

 

Pelantun Wacana: 

1.Gamawan Fauzi 

Pelantun wacana diatas merupakan Menteri 

Dalam Negeri yang dalam pernyataannya 

menanggapi aksi warga DIY dalam 

memberikan dukungan saat sidang paripurna 

DPRD tidak sepenuhnya menunjukkan 

kesepakatan seluruh warga DIY. Pernyataan 

yang mengundang kekecewaan ini terdapat 

Rakyat Jogja)  

“Jika aspirasi warga diabaikan, hal itu akan 

memancing kemarahan rakyat.” (Paragraf 

5) 

Dalam pernyataan tersebut dapat dilihat 

bahwa Sukiman dan Sunyoto selaku wakil 

masyarakat kecewa dengan pernyataan 

Mendagri yang seharusnya mendukung 

warga DIY. 

 

Jenis wacana 2 dipresentasikan oleh: 

1.Gamawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri) 

“Tak bisa semata-mata berdasarkan pada 

pendapat warga Yogyakarta, dalam hal ini 

diwakili DPRD.” (Paragraf 10) 

 

“Jika ingin membuat perda, Tanya rakyat 

Yogyakarta. Tetapi dengan undang-

undang, tanya rakyat Indonesia.” (paragraf 

12) 

Dalam pernyataan tersebut dijelaskan 

ketentuan amanat dalam UUD 1945 pada 

Pasal 18B soal sikap politik dalam 

pengisian jabatan Gubernur dan Wakil 

Gubernur tidak berdasar keputusan sidang 

DPRD tetapi berdasarkan keputusan final 

pemerintah dalam sidang DPR.  

 

 



 

pada paragraf 3: 

“Unjuk rasa Senin lalu (13/ 12) tidak 

mewakili aspirasi rakyat DIY, yang 

berjumlah 3, 5 juta, sepakat dengan 

penetapan itu.” 

 

Ia juga mengatakan bahwa keputusan final 

tetap ditentukan oleh pemerintah bukan 

diwakili oleh sidang DPRD.  

“Soal status DIY dalam RUU 

Keistimewaan DIY, yang diserahkan 

Kementrian Dalam Negri kepada 

Sekretariat Negara adalah keputusan 

rakyat Indonesia. Keputusan mengenai hal 

istimewa atau khusus mesti ditanyakan 

lebih dulu kepada rakyat Indonesia, yang 

diwakili DPRD. Tak bisa semata-mata 

berdasarkan pada pendapat warga 

Yogyakarta, dalam hal ini diwakili DPRD.” 

(Paragraf 10) 

 

2.Sukiman 

Dalam wacana ini, pelantun diatas merupakan 

Ketua Paguyuban Dukuh DIY Semar 

Sembogo di Yogyakarta yang menyatakan 

kekecewaannya terhadap pernyataan Menteri 

Dalam Negeri: 

 

Jenis wacana 3 dipresentasikan oleh: 

1.Gamawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri) 

“Walau dipilih, jika Sultan maju dan 

berpasangan dengan Paku Alam, akan 

langsung dikukuhkan.” (paragraf 14)  

2.Patrialis Akbar (Menteri Hukum dan 

HAM) 

“Sultan HB dan Paku Alam diusulkan 

menempati posisi di atas kepala daerah.” 

(paragraf 15) 

Dalam paragraf ini dijelaskan bahwa 

perumusan draf RUUK DIY tidak 

sepenuhnya mengamputasi aspirasi warga 

DIY. Sejumlah keistimewaan tetap 

diberikan termasuk diantaranya 

pengukuhan secara langsung walau konsep 

utamanya tetap pemilihan.   

 

 

 



 

 “Semestinya Mendagri tak komentar 

seperti itu. Semestinya jawabannya 

menyejukkan.”  

(paragraf 2) 

 

Bahkan ia pun pesimis dan meragukan konsep 

demokrasi yang ditawarkan pemerintah tidak 

merepresentasikan aspirasi rakyat DIY. 

“Kalau pernyataannya seperti itu, artinya 

menentang dan tidak menerima aspirasi 

rakyat DIY. Jika begitu, sampai kapan 

pun, kita tak akan mencapai titik temu 

karena pemerintah pusat menginginkan 

pemilihan.” (paragraf 4) 

 

3.Sunyoto 

Pelantun wacana merupakan Ketua Gerakan 

Semesta Rakyat Jogja yang menyatakan sikap 

pemerintah justru akan memancing kemarahan  

rakyat. 

“Pemerintah pusat keterlaluan jika 

mengabaikan aspirasi warga DIY yang 

sudah jelas diusung dan disampaikan 

dalam aksi besar-besaran pada Rapat 

Paripurna DPRD DIY. Jika aspirasi warga 

diabaikan, hal itu akan memancing 

kemarahan rakyat.” (paragraf 5)  

 

 



 

 

4.Sri Sultan HB X 

Dalam wacana diatas pelantun merupakan  

Gubernur DIY yang bertindak sebagai 

mediator masyakarat dengan pemerintah 

terkait rencana pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur DIY dalam draf RUUK DIY. 

“Warga DIY diminta menurunkan tensi 

dan beraktifitas seperti biasa. Warga perlu 

menunggu dulu draf Rancangan Undang-

Undang Keistimewaan DIY yang akan 

diserahkan kepada DPR, untuk selanjutnya 

dicermati dan dikawal bersama.” (paragraf 

6) 

 

5.Ahmad Sumiyanto 

Pelantun wacana merupakan Ketua Fraksi 

Partai Keadilan Sejahtera DPRD DIY 

menyesalkan sikap pemerintah pusat yang 

justru akan menimbulkan jurang pemisah 

antara pemerintah  

pusat dan daerah.  

“Pengambilan keputusan di pusat yang 

tidak sesuai harapan sebagian besar warga 

DIY akan menghadirkan disharmoni yang 

mengganggu jalannya pemerintahan pusat 

dan daerah. Ini akan merugikan rakyat 

 

 



 

“Keputusan mengenai hal istimewa atau khusus mesti ditanyakan lebih dulu kepada rakyat 

Indonesia, yang diwakili DPRD. Tak bisa semata-mata berdasarkan pada pendapat warga 

Yogyakarta, dalam hal ini diwakili DPRD.” (Paragraf 10) 

Frame Seleksi: Warga DIY kecewa atas pernyataan Mendagri yang menilai aksi unjuk rasa warga 

belum cukup dapat mempengaruhi keputusan final terkait hak istimewa pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur DIY.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIY.” (paragraf 8) 

 

6.Wartawan  

Dalam wacana wartawan memberi penilaian 

bahwa pemerintah pusat seolah mengabaikan 

aspirasi masyarakat Yogyakarta. (Paragraf 1) 

 

 

 



 

ANALISIS SALIANSI 

STRUKTUR SINTAKSIS STRUKTUR RETORIS 

Lead: 

     Warga pendukung penetapan Gubernur 

dan Wakil Gubernur DIY kecewa dengan 

sikap pemerintah yang menganggap bahwa 

aksi warga DIY pendukung penetapan tidak 

dianggap cukup oleh pemerintah terutama 

oleh Menteri Dalam Negeri. 

 

Body:  

    Wacana kekecewaan mendominasi 

pemberitaan pernyataan Mendagri terkait 

pernyataannya yang dinilai mengabaikan 

aspirasi rakyat DIY.  

    Mendagri menganggap bahwa aksi unjuk 

rasa warga DIY tidak cukup dijadikan bukti 

dukungan penetapan karena tidak seluruh 

masyarakat DIY yang berjumlah 3,5 juta 

sepakat dengan penetapan Gubernur dan 

Wakil Gubernur DIY. 

   Dalam pernyataannya dijelaskan, 

keistimewaan diatur oleh Undang-Undang 

dan bukan oleh peraturan daerah. Sehingga 

keputusan ada ditangan DPR sebagai 

pembentuk dan perancang Undang-Undang, 

bukan DPRD yang tidak memiliki andil 

Metafora: 

Secara sederhana dapat diartikan 

perumpamaan atau pengandaian. 

      “Pemerintah pusat keterlaluan jika 

mengabaikan aspirasi masyarakat DIY 

yang sudah jelas diusung dan 

disampaikan dalam aksi besar-besaran 

pada rapat paripurna DPRD DIY. 

 (paragraf 5) 

     Kata“keterlaluan” ditemukan dalam 

teks menunjukkan arti mengecewakan atau 

bereaksi tidak seharusnya. Ditekankan lagi 

bahwa demo besar-besaran sebagai wujud 

dukungan yang dilakukan warga DIY bila 

diabaikan dapat memancing amarah rakyat. 

 

Catchphrases: 

   Diartikan sebagai frase yang menarik 

atau menonjol dalam sebuah wacana.  

 “Semestinya Mendagri tak komentar 

seperti itu. Semestinya jawabannya 

menyejukkan.”  

(paragraf 2) 

Dalam pernyataannya Gamawan Fauzi 

 

 



 

terhadap pembentukan Undang-Undang 

Keistimewaan tetapi peraturan daerah. 

Penutup: 

   Pernyataan Patrialis Akbar selaku Menteri 

Hukum dan HAM menjadi sebuah kalimat 

penutup dalam menanggapi pernyataan 

Mendagri terkait sistematika pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.  

“RUU Keistimewaan DIY tinggal 

menunggu surat dari Presiden untuk 

diserahkan kepada DPR. Sultan HB dan 

Paku Alam diusulkan menempati posisi 

di atas kepala daerah.” (paragraf 15) 

 

Placement: 

   Berita ini ditempatkan di koran Kompas 

dalam rubrik Politik dan Hukum di halaman 

dua pada sub topik Keistimewaan 

Yogyakarta.  

 

dituding memberi reaksi yang kurang enak 

didengar. Seperti halnya menentang dan 

kurang dapat menghargai serta menerima 

aspirasi warga Yogyakarta.   

Depiction: 

   Secara sederhana diartikan sebagai 

penggambaran isu secara denotatif. 

“…warga DIY akan menghadirkan 

disharmoni  yang mengganggu jalannya 

pemerintah pusat dan daerah.” (paragraf 

8) 

Kata disharmoni merupakan penegasan dari 

tidak harmonis atau tidak berjalan 

seimbang.  Dalam hal ini ketidakharmonisan 

menyoroti pengambilan keputusan di pusat 

tidak sesuai keinginan masyakarat DIY yang 

menginginkan penetapan kepala daerah. 

 

Keywords: 

  Dapat diartikan sebagai kata kunci yang 

merupakan inti dari wacana. 

“Warga perlu menunggu dulu…untuk 

selanjutnya dicermati dan dikawal 

bersama.” (paragraf 6) 

Dengan memilih kutipan kalimat Sultan 

HB, Kompas hendak menekankan bahwa 

 

 



 

warga DIY tidak perlu terpancing emosi dan 

untuk perkembangan RUUK DIY warga 

DIY diminta lebih cermat dengan 

mengawasi secara bersama-sama. 

Frame Saliansi: Aspirasi masyakarat kurang mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. 

Meski demikian, warga DIY diminta untuk tidak terpancing emosi dan mengabaikan 

pernyataan Mendagri. Warga diminta menunggu sampai keputusan final perumusan RUU 

Keistimewaan diserahkan ke DPR.  

“Warga DIY diminta menurunkan tensi dan beraktifitas seperti biasa. (paragraf 6) 

“RUUK tinggal menunggu surat dari Presiden untuk diserahkan ke DPR.” (Paragraf 15) 

Frame Media: 

Inti dari pandangan SKH Kompas adalah warga DIY tidak perlu terpancing emosi atas 

pernyataaan Mendagri dan diminta bersabar menunggu draf RUU Keistimewaan sampai 

final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



Analisis Teks Berita Edisi Jumat, 17 Desember 2010 

“Yogyakarta yang Panaskan Paripurna” 

ANALISIS SELEKSI 

STRUKTUR SKRIPTURAL STRUKTUR TEMATIS 

Realitas: 

     Gamawan Fauzi tidak diijinkan 

memberikan penjelasan terkait pernyataannya 

tentang RUU Keistimewaan DIY yang 

sempat dipertanyakan anggota pada saat 

sidang paripurna, Kamis (16/12).  

      Mendagri pernah menyatakan bahwa 

sidang rakyat yang digelar di DPRD DIY 

tidak diikuti oleh seluruh masyarakat DIY, 

yang jumlahnya mencapai 3,5 juta orang. 

(Paragraf 7) 

 

Pelibat Wacana: 

1. Ja’far Hafsah (Ketua Fraksi Partai  

Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat) 

Dimunculkan dalam wacana ini karena 

pelibat menemui Mendagri seusai sidang dan 

memintanya untuk lebih bersabar. 

2. Aria Bima (anggota Fraksi PDI-P) 

Dalam wacana ini, Aria Bima merupakan 

Wacana: 

1. Wacana tentang sidang paripurna 

pengesahan Rancangan Undang-Undang 

Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik.  

2. Penjelasan mengenai penolakan 

pemimpin sidang saat Gamawan Fauzi 

berusaha menjelaskan masalah RUU 

Keistimewaan DIY. (Paragraf 2, Paragraf 

3) 

3. Wacana diatas memuat ungkapan 

kekecewaan Gamawan Fauzi yang 

hendak menjelaskan tentang RUU 

Keistimewaan DIY. (Paragraf 8, Paragraf 

13, Paragraf 14, Paragraf 15) 

 

Jenis wacana 1 dipresentasikan oleh: 

1. Wartawan 

Dalam pernyataannya memuat agenda 

politik yang dilakukan oleh Mendagri. 

 

 

 

 



 

anggota partai yang mempertanyakan sikap 

Mendagri terkait masalah DIY.  

 

Pelantun Wacana: 

1. Gamawan Fauzi 

Pelantun di atas merupakan Menteri Dalam 

Negeri. Dalam pernyataannya ia 

mempertanyakan tidak adanya kesempatan 

dalam menjelaskan masalah RUU 

Keistimewaan DIY. 

“Ini forum demokratis. Alangkah tidak 

adilnya, mereka boleh bicara, tetapi saya 

tidak boleh menanggapi. Kalau saya tidak 

boleh menyampaikan, itu artinya ada 

diskriminasi.” (Paragraf 8) 

 

2. Pramono Anung  

Dalam wacana ini pelantun diatas 

merupakan Wakil Ketua DPR yang 

mengatakan bahwa agenda paripurna adalah 

mengesahkan revisi UU Parpol. Dikatakan 

bahwa menurutnya, penjelasan mengenai 

RUU Keistimewaan DIY bisa disampaikan di 

forum lain.  

 

 “Saya kecewa dengan pernyataan Anda 

yang mengatakan sidang rakyat hanya 

Jenis wacana 2 dipresentasikan oleh: 

1. Pramono Anung (Wakil Ketua DPR yang 

juga Kader PDI-P) 

Yang mengatakan bahwa agenda paripurna 

adalah mengesahkan revisi UU Parpol. 

“Penjelasan mengenai RUU Keistimewaan 

DIY bisa disampaikan di forum lain.” 

(paragraf 3) 

 

Jenis wacana 3 dipresentasikan oleh: 

1. Gamawan Fauzi 

“Saya perlu menanggapi pernyataan Saudara 

Aria Bima.” (Paragraf 8) 

Gamawan Fauzi bersikukuh menjelaskan 

masalah RUU Keistimewaan DIY di 

sidang paripurna karena pada awal rapat, 

Aria Bima anggota Fraksi PDI-P sempat 

mempertanyakan. 

 

“Banyak yang menyalahkan pemerintah. 

Padahal, menjelaskan saja belum. 

Presiden tak pernah menyalahkan 

siapapun. Kami menghargai pendapat 

mereka. Seharusnya kami juga dihargai.” 

(Paragraf 14) 

 

 

 



 

Frame Seleksi: Mendagri menyatakan kekecewaannya karena tidak diperbolehkan 

memberikan klarifikasi tanggapan pernyataannya mengenai RUU Keistimewaan DIY. 

“…Kalau saya tidak boleh menyampaikan, itu artinya ada diskriminasi.” (Paragraf 8) 

“Agenda paripurna adalah mengesahkan revisi UU Parpol…Penjelasan mengenai 

RUU Keistimewaan DIY bisa disampaikan di forum lain.” (Paragraf 3) 

 

 

 

 

 

diikuti sebagian kecil rakyat 

Yogyarakarta.” (Paragraf 5) 

Ia menganggap Mendagri memberikan 

reaksi terlalu berlebihan tekait keistimewaan 

DIY.  

 

“Ini tugas kami sebagai pemerintah. Jika 

selama ini saya bicara, itu untuk 

menyosialisasikan draf RUU. Seharusnya 

bukan sekarang, tetapi nanti kalau sudah 

di DPR.” (Paragraf 15) 

 

Dalam pernyataan-pernyataannya Mendagri 

menegaskan bahwa selama ini banyak 

yang menyalahkan dan kurang 

menghargai usaha pemerintah. Padahal 

Mendagri hanya menjalankan tugas 

sebagai penanggung jawab dalam 

penyusunan draf RUU Keistimewaan 

DIY.  

 

 

 

 



 

ANALISIS SALIANSI 

STRUKTUR SINTAKSIS STRUKTUR RETORIS 

Lead: 

     Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan 

Perwakilan Rakyat Ja’far Hafsah menjabat 

tangan dan memeluk Mendagri Gamawan 

Fauzi serta memintanya untuk bersabar. 

Hal ini dilakukan setelah Mendagri keluar 

dari sidang paripurna di Gedung Nusantara 

II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 

Kamis (16/12).  

 

Body:  

    Mendagri mendatangi sidang paripurna 

pengesahan Rancangan Undang-Undang 

tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 

    Seusai membaca pidato tanggapan 

pemerintah atas pengesahan revisi UU 

Parpol, Gamawan meminta waktu untuk 

menjelaskan soal RUU Keistimewaan DIY 

yang sempat ditanyakan oleh anggota 

Fraksi PDI-P, Aria Bima. 

    Pramono Anung, Wakil Ketua DPR 

mencoba memberi pengertian pada 

Mendagri bahwa penjelasan mengenai 

Metafora: 

Secara sederhana dapat diartikan 

perumpamaan atau pengandaian. 

“Saya meminta waktu bicara, dibilang 

overacting. Malang betul nasib 

pemerintah ini. Dia yang menghujat tidak 

dikatakan overacting.” (paragraph 13)  

     Kata “overacting” ditemukan dalam 

teks menunjukkan arti berlebihan. 

Ditekankan dalam teks, pemerintah bukan 

tersangka yang pantas untuk selalu 

disalahkan. Permasalahn perbedaan pendapat 

adalah suatu hal yang wajar. 

 

Catchphrases: 

   Diartikan sebagai frase yang menarik 

atau menonjol dalam sebuah wacana.  

“…Ia menganggap Mendagri terlalu 

latah, memberikan reaksi berlebihan 

terkait RUU Keistimewaan DIY.”  

(paragraf 5) 

Dalam pernyataannya, Pramono Anung 

 

 



 

RUU Keistimewaan DIY bisa disampaikan 

di forum lain bukan dalam forum yang 

bukan tempatnya. 

    Pramono Anung menganggap Mendagri 

terlalu latah dan memberikan reaksi 

berlebihan terkait RUU Keistimewaan DIY. 

Mendagri juga dianggap tidak peka 

terhadap keinginan rakyat Yogyakarta. 

   Mendagri mempertanyakan tidak adanya 

kesempatannya bicara. Ia menilai adanya 

diskriminasi karena tidak diperbolehkan 

untuk memberikan tanggapan.  

 

Penutup: 

   Diungkapkan oleh Mendagri bahwa 

perumusan RUU Keistimewaan adalah 

tugas pemerintah dan harus segera diajukan 

ke DPR karena masuk Program Legislasi 

Nasional 2010. Sangat disayangkan apabila 

banyak yang sudah berkomentar sebelum 

membaca draf RUU Keistimewaan, bahkan 

menyalahkan tanpa mendengarkan 

penjelasannya terlebih dahulu. Jika selama 

ini ia bicara, ini adalah untuk 

menyosialisasikan draf RUU. 

 

 

menuding Mendagri bereaksi tidak wajar. 

Latah dikaitkan dengan berkata tanpa dipikir 

terlebih dahulu sehingga menimbulkan 

anggapan Mendagri tidak peka terhadap 

keinginan rakyat Yogyakarta. 

 

Depiction: 

   Secara sederhana diartikan sebagai 

penggambaran isu secara denotatif. 

“Peristiwa dalam Sidang Paripurna 

memang membuat Mendagri kesal.” 

(Paragraf 13) 

Kata kesal merupakan puncak kekecewaan 

Mendagri karena tidak mendapat kesempatan 

untuk memberikan penjelasan mengenai 

RUU Keistimewaan di sela-sela sidang 

paripurna. Dalam hal ini, forum yang 

digunakan Mendagri untuk berbicara bukan 

merupakan forum semestinya.  

 

Keywords: 

  Dapat diartikan sebagai kata kunci yang 

merupakan inti dari wacana. 

“…Presiden tidak pernah menyalahkan 

siapa pun. Kami menghargai pendapat 

mereka. Seharusnya kami juga dihargai.” 

 

 



 

Placement: 

   Berita ini ditempatkan di koran Kompas 

dalam rubrik Politik dan Hukum di 

halaman dua pada sub topik Keistimewaan 

Yogyakarta.  

 

(Paragraf 13) 

Dengan memilih kutipan Mendagri tersebut 

Kompas hendak mengarahkan bahwa 

polemik antara pemerintah dengan warga 

DIY terkait RUU Keistimewaan sebagai 

perbedaan pendapat yang membutuhkan 

penghargaan atas pendapat satu dengan yang 

lainnya.  

 

Visual Images: 

    Visual Images dalam berita ini ada satu 

foto. Dalam foto digambarkan sebuah neraca 

timbangan dengan sisi kanan mahkota 

Kraton Yogyakarta dan di sisi lainnya sebuah 

buku Undang-Undang. Neraca ini diangkat 

oleh tangan seorang pria berdasi yang 

menyimbolkan pemerintah. 

     Penekanan dalam foto hendak 

menjelaskan bahwa antara Undang-Undang 

versi pemerintah dengan keistimewaan yang 

diinginkan warga DIY masih menjadi bahan 

pertimbangan pemerintah. 

Frame Saliansi: Mendagri mengatakan dalam forum demokratis seharusnya ada kebebasan 

memberikan pernyataan dan menanggapi pernyataan. Permasalahan perbedaan pendapat 

adalah suatu hal yang wajar.   

“Banyak yang menyalahkan pemerintah. Padahal, menjelaskan saja belum. Presiden 

tak pernah menyalahkan siapapun. Kami menghargai pendapat mereka. Seharusnya 

 

 



 

kami juga dihargai.” (Paragraf 14) 

Frame Media: 

Inti dari pandangan SKH Kompas adalah bahwa kekecewaan Mendagri dan warga DIY 

terkait RUU Keistimewaan sebagai akibat perbedaan pendapat yang kurang mendapat 

penghargaan satu sama lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interview Guide 

Interview Guide untuk Wartawan: 

1.  Identitas 

2.  Bagaimana sampai bekerja di Kompas? Sudah berapa lama bekerja di Kompas? 

3.   Sekarang job desknya di bidang apa? 

4.   Di jobdesk apa Anda bekerja? 

5.   Pedoman apa yang digunakan dalam meliput berita? 

6.   Kapan saja dilasanakan rapat produksi? Apakah wartawan dilibatkan? Mekanisme 

penugasan peliputan bagaimana? 

7.   Apakah ada prosedur pemilihan narasumber? Ada hambatan ketika memperoleh 

narasumber? 

8.   Ada kontrol dari pihak luar dalam pemberitaan di Kompas? Misal narasumber berita 

atau pemerintah? 

9.   Ada pertimbangan ketika mengangkat tema mengenai pernyataan    Mendagri   ini? 

10. Menurut Anda, aksi turun ke jalan oleh puluhan warga DIY dari berbagai    elemen 

dalam mengikuti sidang paripurna DPRD DIY apakah sudah dapat mewakili suara 

seluruh warga DIY yang menginginkan penetapan? Bagaimana tanggapan Anda 

mengenai warga yang setuju dengan konsep pemilihan langsung oleh pemerintah?  

11. Seperti apa anda menggambarkan mengenai pertentangan masyarakat Yogyakarta 

dengan pemerintah khususnya Mendagri? 

12. Bagaimana tanggapan Anda tentang perbedaan pendapat mengenai    keinginan 

pemerintah akan pemilihan kepala daerah dan warga DIY yang menginginkan 

penetapan?  

 

 



 

13. Menurut  Anda, bagaimana seharusnya masyarakat Yogyakarta  bereaksi      dalam 

menanggapi pernyataan Mendgari?           

14. Apakah menurut Anda pernyataan Mendagri terkait dukungan ribuan warga dalam 

sidang paripurna DPRD DIY (Senin, 13/ 12) sebagai suatu pernyataan wajar? Jika 

tidak, bagaimana tanggapan Anda jika lantas Mendagri disalahkan karena 

pernyataannya seakan-akan tidak mampu menghargai aspirasi warga yang pro 

penetapan? 

15. Bagaimana posisi Kompas pada berita tersebut? Berada di tengah-tengah atau 

mendukung protes masyakarat Yogyakarta? 

16. Apakah berita tersebut ingin menggiring masyarakat pada pemahaman tertentu?  

Apakah ada arah pemberitaan? Jika ya, siapa yang menentukan arah  pemberitaan? 

17. Apakah Kompas mempunyai hubungan yang baik dengan Mendagri? Terkait  

pemberitaan ini bagaimana? 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quide line question Redaktur Pelaksana: 

1. Nama dan identitas 

2. Apakah ada pertimbangan dalam menugaskan wartawan untuk meliput berita? 

3. Apakah wartawan dalam menulis berita selalu diarahkan sesuai dengan keinginan 

redaktur? 

4. Apakah ada rapat redaksi sebelum terbit? Kapan dilaksanakan? Siapa saja yang terlibat? 

Dalam rapat redaksi apa saja yang dibahas? 

5. Bagaimana menentukan narasumber? Apakah ada pertimbangan tertentu misalnya untuk 

untuk menguatkan pembaca akan arah pemahaman tertentu? 

6. Bagaimana menentukan ilustrasi, foto, visual image, apa saja yang dipertimbangkan? 

7. Mana yang lebih berpengaruh, tulisan dari sudut pandang wartawan, editor, redaktur 

pelaksana atau garis kebijakan dari Kompas? 

8. Apakah ada kontrol dari pihak luar dalam pemberitaan di Kompas? Misal narasumber 

berita, kelompok, organisasi komunitas tertentu atau pemerintah? 

9. Menurut Anda bagaimana kedekatan hubungan institusi Kompas dengan institusi 

pemerintah khususnya Mendagri terkait dengan pemberitaan ini? 

10. Bagaimana tanggapan Anda tentang perbedaan pendapat mengenai keinginan pemerintah 

akan pemilihan kepala daerah dan warga DIY yang menginginkan penetapan? 

 

 



 

11. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kinerja Mendagri dalam menyusun draf  RUU 

Keistimewaan? Apakah ada tarik-menarik kepentingan di dalamnya? Seperti apa? 

12. Sejauh mana reaksi warga DIY terhadap pernyataan Mendagri menurut Kompas? 

13. Menurut Anda, bagaimana seharusnya warga DIY bereaksi terhadap pernyataan 

Mendagri yang memberi kesan mengabaikan aspirasinya ini?  

14. Kompas dikenal dengan istilah media cetak yang netral. Lalu bagaimana posisi Kompas? 

Memihak warga DIY yang kecewa dengan sikap pemerintah atau berada ditengah-

tengah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Narasumber  : Bambang Sigap Sumantri (editor multimedia) 

Tanggal   : 20 Juli 2011 

Jenis wawancara : langsung 

Tempat  : Kantor Kompas Gramedia Jl. Palmerah Selatan lantai 3 

Durasi   : 1 jam (19.00-20.00 WIB) 

1. Identitas 

Bambang Sigap Sumantri, sebagai editor desk multimedia, dulunya sebagai kepala biro 

Yogyakarta. 

 

2. Apakah ada pertimbangan dalam menugaskan wartawan untuk meliput berita? 

Kita punya perencanaan. Biasanya perencanaan dilakukan pagi hari, Bahan dari isu-isu 

yang sudah ada atau bisa berkembang di lapangan. Rapat pagi yang dhadiri semua 

editor, redaktur pelaksana, pimred kecuali wartawan. Lewat perencanaan, berita 

diarahkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan di lapangan bisa berubahan dan tidak 

seperti yg sudah diarahkan. 

 

3. Apakah wartawan dalam menulis berita selalu diarahkan sesuai dengan 

keinginan redaktur? 

Ya tentu saja. Sesuai dengan apa yang diinginkan pemimpin redaksi. 

 

 



 

 

4. Apakah ada rapat redaksi sebelum terbit? Kapan dilaksanakan? Siapa saja 

yang terlibat? Dalam rapat redaksi apa saja yang dibahas? 

Rapat redaksi pagi jam 10. Yang hadir editor, redaktur pelaksana, pimpinan redaksi, 

wakil pimred, wakil redpel, kecuali wartawan. Yangg dibahas isi koran besok, 

dibreakdown dulu, Mbak.. Ya agar semua editor tahu, running newsnya apa. Baru 

kemudian ditentukan akan menghubungi siapa sebagai narasumber. Kalau untuk rapat 

sore itu untuk menentukan apa yang direncanakan tadi pagi untuk dijadikan berita. Lalu 

dipilih berita yang akan dijadikan Headline. 

 

5. Bagaimana menentukan narasumber? Apakah ada pertimbangan tertentu 

misalnya untuk untuk menguatkan pembaca akan arah pemahaman tertentu? 

Ya.. yang pasti yang berhubungan langsung ya, Mbak dengan topiknya. Ngga waton 

nyomot orang untuk diwawancara. Kalau tentang RUU Keistimewaan ya dengan 

Mendagri, Sultan, anggota partai.Tapi nanti di lapangan bisa berubah. Wartawan yang 

ada di Jogja dikontak langsung dari Jakarta untuk cari narasumber yang dibutuhkan. 

 

6. Bagaimana menentukan ilustrasi, foto, visual image, apa saja yang 

dipertimbangkan? 

Harus bisa memperkaya, melengkapi, lebih menjelaskan tentang berita. Kalau foto ya 

harus aktual. Hmm… untuk dokumentasinya yang diutamakan itu yang aktual, karena 

foto kan nilainya hampir sama dengan berita. Tapi sekarang visual images di Kompas 

 

 



 

kan sudah bermacam-macam jenisnya Mbak, jadi sekarang bisa melalui video. Namanya 

Video on Demand.  Kalau dilembar halaman biasanya bentuknya itu barcode. Wartawan 

disini diharuskan bisa mengoperasikan kamera, begitu Mbak. 

 

7. Mana yang lebih berpengaruh, tulisan dari sudut pandang wartawan, editor, 

redaktur pelaksana atau garis kebijakan dari Kompas? 

Ya.. yang paling berpengaruh itu sudut pandang pemimpin redaksi. Ia nanti yang 

mengarahkan mau berita seperti apa. 

 

8. Apakah ada kontrol dari pihak luar dalam pemberitaan di Kompas? Misal 

narasumber berita, kelompok, organisasi komunitas tertentu atau pemerintah? 

Nggak ada. Kita kan menyediakan hak jawab 

 

9. Menurut Anda bagaimana kedekatan hubungan institusi Kompas dengan 

institusi pemerintah khususnya Mendagri terkait dengan pemberitaan ini? 

Tidak ada kedekatan, ya biasa aja gitu Mbak. Mendagri dipandang sebagai menteri saja. 

 

 

 



 

10. Bagaimana tanggapan Anda tentang perbedaan pendapat mengenai keinginan 

pemerintah akan pemilihan kepala daerah dan warga DIY yang menginginkan 

penetapan? 

Banyak faktor yang menyebabkan begitu. Sebenarnya di Jogja sendiri, kalau kita 

petakan tidak semua orang juga menginginkan penetapan lho, Mbak. Kalau kita lihat 

Jogja lebih heterogen, lebih dinamis. Yang penetapan ya karena sedang vocal. 

keistimewaan Yogyakarta. Itu sejak masa Wubernur DIY pertama muncul wacana 

begitu.  

 

11. Jadi wacana pemilihan Gubernur memang sudah diskema sedemikian rupa oleh 

pemerintah ya Pak? 

Ya.. sebenarnya itu ada keinginan pusat juga untuk menyamakan Jogja dengan provinsi 

lain. Kan koridor pemerintah itu negara republik yang tidak lagi mengakui adanya 

keistimewaan seperti di Jogja. Ini sejak kemerdekaan sudah diperjuangkan keistimewaan 

itu, pemerintah sudah sejak dulu ingin mentiadakan Ada wacana pemilihan ini kan 

karena penetapan sudah tidak ada lagi dalam pikiran pemerintah pusat, sudah terskema 

pemilihan. Ya, jelas supaya tidak menimbulkan kecemburuan dengan daerah lain.  

 

12. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kinerja Mendagri dalam menyusun draf  

RUU Keistimewaan? Apakah ada tarik-menarik kepentingan di dalamnya? 

Seperti apa? 

 

 



 

Hmm.. ya ini karena presiden juga mengalami kebingungan juga. Jika melihat isu Jogja 

ini, bisa lihat mencerminkan keseluruhan kepemimpinan kita. Tidak jelas maunya induk 

kita ini maunya seperti apa. Menteri menjadi meraba-raba jadi seperti mengenalisir. 

Bukan lantas jadi langsung main tuding menyalahkan mendagri. Ia sendiri tidak punya 

pegangan. Cari aman kan ngikutin atasanya. Atasan A ya ikut A, B ya ikut B. Dari pada 

kalau bikin masalah malah kena KPK. Hehehehe 

 

13. Sejauh mana reaksi warga DIY terhadap pernyataan Mendagri menurut 

Kompas? 

Kalau reaksi warga ya ada benarnya juga. Sebenarnya yang dipertanyakan apakah warga 

yang tidak datang di DPRD DIY apakah tetap satu suara. Itu tetap problematis. 

Logikanya kan pernyataan mendagri itu ada benarnya juga. Karena tidak semua hadir di 

DPRD DIY. Nah sekarang, apakah bisa dipastikan yang datang itu dibuktikan satu 

suara? Ya, masing-masing penuh dengan pengandaian sih, Mbak. Pengandaian yang 

bekerja di ranah politik jadi menimbulkan asumsi-asumsi.  

 

14. Menurut Anda, bagaimana seharusnya warga DIY bereaksi terhadap 

pernyataan Mendagri yang memberi kesan mengabaikan aspirasinya ini?  

Segala sesuatunya dalam hal ini perumusan draf dilakukan di Jakarta, jadi ketika 

memutuskan itu tidak bisa langsung dirasakan dampaknya. Jadi kesannya seperti 

mengabaikan aspirasi. Kalau di Jogja itu kan faktor sejarah masih ada, jadi sudah pasti 

 

 



 

adanya keterlibatan emosional. Warga jogja bereaksi itu sifatnya lebih ekspresif bukan 

anarkis, ini ya sebagai bentuk luapan emosi dan kekecewaan. Pada dasarnya Jogja itu 

ngga ada sejarah anarkis kok, Mbak Secara objektif ini ada peran Sultan. Tetapi 

sayangnya peran Sultan yang seperti ini tidak memanfaatkan sebagai momentum. Sultan 

itu kan tidak pernah otoriter, contohnya kasus Ambarukmo Plaza tetap berjalan walau 

sudah mendapat kritik dari manapun. Sayangnya sikap seperti ini tidak dijadikan bekal 

untuk menyatu dengan rakyat. Jogja itu modal sosialnya besar sekali lho.. Modal sultan 

itu juga banyak. 

 

15. Jadi menurut Bapak dalam hal ini Sultan berpengaruh? 

Ya tentu saja. Sekarang mengapa pemerintah pusat seperti tidak mendengar suara jogja? 

Ya karena pemerintah masih ada unsur bingungnya. Seperti aceh itu contohnya sampai 

angkat senjata. Lha di Jogja kan tidak, antara Sultan dan rakyatnya sendiri tidak kempel, 

tidak satu. Sultan kok malah manut. Suara Jogja juga kan sudah bulat. Bukan tidak 

mungkin jika suara Jogja bersatu padu akan didengarkan dan dianggap berarti oleh 

pemerintah pusat.  

 

16. Apakah Sultan kurang mau berjuang untuk rakyat Jogja sendiri? Lalu 

bagaimana seharusnya Sultan bersikap? 

 

 



 

Ya, baiknya pemerintah daerah itu memperjuangkan permintaan dari masyarakat. Kalau 

suara utuh, dan ada persatuan masyarakjat Jogja, akan lebih cepat untuk menekan 

pemerintah pusat.  

Selama ini saya rasa perjuangan rakyat Jogja itu lemah. Mengapa pemerintah seperti 

tidak memperhatikan aspirasi masyakarat? Ya itu tadi, karena perjalanan menyatukan 

aspirasi itu masih susah. Coba bersatu betul-betul, penetapan akan lebih mudah. 

Saya yakin kalau sultan ini berani artinya menunjukkan keteguhannya dibelakang rakyat 

Jogja, saya kira lain. Walaupun secara posisi politis Ia lemah, tapi apabila dia tidak pakai 

baju politik akan lebih mudah maju membela kepentingan Jogja.  

 

17. Kompas dikenal dengan istilah media cetak yang netral. Lalu bagaimana posisi 

Kompas? Memihak warga DIY yang kecewa dengan sikap pemerintah atau 

berada ditengah-tengah? 

Kompas adalah media massa yang melaksanakan fungsi sosial kontrol 

Posisi Kompas mengingatkan pemerintah agar selalu bertindak fair kepada  

masyarakat termasuk kepada daerah, masyarakat dan pemerintah DIY. Dalam 

isu keistimewaan Yogyakarta, sikap Kompas selalu mengingatkan kepada 

pemerintah supaya berjalan pada alur yang tidak bias karena politik golongan atau 

dendam pribadi. 

 

 

 

 

 



 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Narasumber  : Mawar Kusuma Wulan Kuncara Manik (Wartawan) 

Tanggal  : 20 Juni 2011 

Jenis wawancara : via email 

 

1. Identitas 

 Mawar Kusuma Wulan Kuncara Manik. 30 tahun. 

 

2. Bagaimana sampai bekerja di Kompas? Sudah berapa lama bekerja di Kompas? 

 Suka menulis. Sebelumnya sempat kerja di Tempo (4 tahun) sebelum pindah Kompas. 

 

3. Di jobdesk apa Anda bekerja? 

 Penulis untuk kompas minggu. 

 

4.  Pedoman apa yang digunakan dalam meliput berita? 

 Kode etik jurnalistik. Kemenarikan dan pentingnya berita. 

 

5. Kapan saja dilasanakan rapat produksi? Apakah wartawan dilibatkan? Mekanisme 

penugasan peliputan bagaimana? 

 Rapat desk kompas minggu dilakukan satu pekan sekali tiap Jumat sore. Wartawan 

wajib ikut. Biasanya usulan tulisan datang dari wartawan dan redaktur untuk kemudian 

dibahas di rapat sebelum kemudian diputuskan untuk ditulis.  

Rapat wartawan di desk lain seperti ekonomi, politik dll diadakan tiap sore hari. Berita 

 

 



 

yang diperoleh wartawan dikumpulkan lalu dibahas mana yang layak cetak sekaligus 

penentuan tulisan HL. Masing-masing kepala desk kemudian akan membawa berita 

yang menarik di desk nya untuk diusulkan pemuatan di halaman depan di rapat para 

redaktur yang juga berlangsung tiap sore hari. 

 

 6.   Bagaimanakah alur produksi berita di Kompas? Apakah berbeda tiap 

                  jobdesk bidangnya? 

 Ketika masih ada halaman khusus Yogyakarta, seluruh berita yang dikumpulkan 

wartawan dibicarakan dalam rapat sore. Berita yang menarik tapi tak layak dimuat di 

Kompas nasional akan dimuat di lembar DIY. Berita yang layak untuk diterbitkan di 

kompas nasional akan diusulkan ke rapat di Jakarta untuk penyetujuan diterbitkan atau 

tidak. 

 Setelah halaman Yogyakarta tidak ada. Semua berita dari daerah langsung masuk ke 

desk nusantara di Jakarta. Dari rapat sore di desk nusantara, berita dari daerah yang 

layak untuk lembar politik atau ekonomi atau olahraga atau humaniora akan dikirim ke 

masing-masing desk tersebut. Mayoritas berita daerah dimuat di halaman nusantara. 

Banyak juga berita yang diusulkan wartawan dari daerah yang tidak termuat. Untuk 

diketahui, wartawan kompas tersebar dari sabang sampai merauke. Wartawan di Jakarta 

juga disebar lagi ke masing-masing desk. Wartawan menulis sesuai desk-nya. Jadi 

wartawan olahraga tidak akan menulis untuk politik demikian sebaliknya.  

 

7. Apakah ada prosedur pemilihan narasumber? Ada hambatan ketika memperoleh 

narasumber? 

 

 



 

 Narasumber yang dipilih ya yang harus kompeten untuk berita yang ditulis. Biasanya 

memang ada beberapa narasumber yang meminta sebagian informasi tidak ditulis atau 

off the record. Tapi itu hak narasumber sehingga tidak menjadi hambatan. Toh, kalau 

satu narasumber enggan ngomong, kita bisa cari narasumber lain.  

 

8. Ada kontrol dari pihak luar dalam pemberitaan di Kompas? Misal narasumber 

berita atau pemerintah? 

 Kalau mendikte berita, ya tentu saja tidak. Paling narasumber seperti pemerintah dan 

yang lainnya akan membaca tulisan kita dan akan protes jika ada yang tidak sesuai 

dengan hasil wawancara. Protes bisa dilayangkan melalui surat pembaca untuk ralat 

berita dan Kompas tidak anti memberitakan ralat jika ada berita yang memang salah. 

 

9. Ada pertimbangan ketika mengangkat tema mengenai pernyataan    Mendagri ini? 

 Komentar mendagri sengaja dicari untuk mengomentari gerakan turun ke jalan rakyat 

Yogyakarta terkait keistimewaan. Pernyataan Mendagri diperlukan agar tulisan tidak 

sekadar dari sisi rakyat Yogyakarta sehingga bisa cover all side. Dengan adanya 

pernyataan dari mendagri, rakyat DIY juga bisa menakar tanggapan pemerintah pusat 

atas apa yang mereka lakukan. Sebagai wartawan, tulisan cover all side ini diharapkan 

bisa jadi jembatan pemerintah-rakyat untuk titik terang bagi masalah keistimewaan DIY 

yang berlarut-larut. 

10. Menurut Anda, aksi turun ke jalan oleh puluhan warga DIY dari berbagai    

elemen dalam mengikuti sidang paripurna DPRD DIY apakah sudah dapat 

mewakili suara seluruh warga DIY yang menginginkan penetapan? Bagaimana 

 

 



 

tanggapan Anda mengenai warga yang setuju dengan konsep pemilihan 

langsung oleh pemerintah?  

Sudah mewakili suara warga yang mendukung penetapan. Keterwakilan suara  

mayoritas pendukung penetapan antara lain tercermin dari banyaknya warga yang turut 

turun ke jalan dan keputusan sidang DPRD DIY yang mayoritas fraksinya mendukung 

penetapan. Perbedaan pendapat adalah wajar. Jadi wajar saja ada sebagian masyarakat 

yang setuju konsep pemilihan langsung yang ditawarkan pemerintah. 

 

11. Seperti apa anda menggambarkan mengenai pertentangan masyarakat   

 Yogyakarta dengan pemerintah khususnya menanggapi pernyataan Mendagri?  

Kala itu, rakyat Yogyakarta pro penetapan ya pastinya marah dan kecewa  karena 

aspirasi mereka tidak didengar oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintah pusat tetap 

yakin dengan pandangannnya sendiri bahwa pemilihan lebih sesuai dengan mekanisme 

demokrasi.  

  

12. Bagaimana tanggapan Anda tentang perbedaan pendapat mengenai    

      keinginan pemerintah akan pemilihan kepala daerah dan warga DIY yang      

      menginginkan penetapan?  

Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar. Tapi kedaulatan harus tetap di tangan 

rakyat sehingga apapun keputusan pemerintah harus mempertimbangkan keinginan 

warga DIY yang menginginkan pemilihan ataupun warga DIY yang menginginkan 

penetapan. Dan tentu saja juga mempertimbangkan keinginan masyarakat Indonesia 

 

 



 

karena DIY bagian dari Indonesia. Untuk itu perlunya draf RUUK dibahas di DPR yang 

katanya merupakan representasi rakyat.  

  13.  Menurut  Anda, bagaimana seharusnya masyarakat Yogyakarta  bereaksi      

dalam menanggapi pernyataan Mendgari?                              

Reaksi warga DIY kala itu menurutku wajar. Yang penting emosinya kan tidak   sampai 

anarkis.  

  

14. Apakah menurut Anda pernyataan Mendagri terkait dukungan ribuan warga 

dalam sidang paripurna DPRD DIY (Senin, 13/ 12) sebagai suatu pernyataan 

wajar? Jika tidak, bagaimana tanggapan Anda jika lantas Mendagri disalahkan 

karena pernyataannya seakan-akan tidak mampu menghargai aspirasi warga 

yang pro penetapan? 

Keinginan pemerintah pusat sebenarnya sudah jelas. Baca saja ya dik draft yang dikirim 

menteri dalam negeri ke DPR. Menteri kan pembantu Presiden jadi ya tidak akan 

menyimpang dari sikap presiden. Mendagri disalahkan karena tidak menghargai suara 

rakyat Yogyakarta. seharusnya tidak ceplas ceplos karena akan melukai hati.  

 

15. Bagaimana posisi Kompas pada berita tersebut? Berada di tengah-tengah atau 

mendukung protes masyakarat Yogyakarta? 

Sesuai kaidah jurnalisme, Kompas ada di tengah. Menyuarakan suara rakyat DIY di satu 

sisi dan di sisi lain memberi ruang bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan 

pandangannnya. Beberapa kali Kompas juga menggelar sarasehan tentang keistimewaan 

yang digelar di DIY maupun Jakarta. Sarasehan tersebut mempertemukan pemerintah, 

 

 



 

rakyat pro pemilihan, dan pro penetapan. Intinya Kompas ingin menjadi katalisator 

mempercepat penyelesaian masalah terkait keistimewaan tanpa harus ikut terlibat 

menjadi pro atau kontra.  

 

16. Apakah berita tersebut ingin menggiring masyarakat pada pemahaman 

tertentu? Apakah ada arah pemberitaan? Jika ya, siapa yang menentukan arah  

pemberitaan? 

Kami lebih ingin memaparkan fakta. Terkait nasib keistimewaan yang  berlarut-larut, 

kompas juga mencoba mendorong agar segera terselesaikan dengan peng-undangan 

RUUK. Selain dengan tulisan, ya dengan sarasehan tadi. Apakah nanti hasilnya 

pemilihan atau penetapan, setidaknya ada kepastian bagi DIY dan tidak terjadi 

anarkisme atau kekerasan. Yang pasti Kompas tidak akan mengadu domba dan tetap 

menomorsatukan kesatuan NKRI sekaligus mengingatkan pemerintah tentang PR 

masalah DIY.  

 

17. Apakah Kompas mempunyai hubungan yang baik dengan Mendagri? Terkait  

pemberitaan ini bagaimana? 

Kompas berhubungan baik dengan semua narasumber. Tidak ada complain dari   

Mendagri terkait pemberitaan Kompas.  

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



   

 

 


